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Perencanaan dan Penganggaran

Pedoman Pedoman Rincian
APEN

Pedoman Digcu

INSTITUT HARKAT NEGERI

RPJP Pedoman RPIM Dijabarkan Pedoman
. : RAPBN
Nasional Nasional
Diacu Diperhatikan : Diserasikan melalui Musrenbang
RPJP Pedoman RPIM Dijabarkan
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Sumber: Paparan Bappenas

yeiaeq
yejurswagd

L

-~

AWALIL RIZKY | KEPALA EKONOM IHN KAMIS, 17 SEPTEMBER 2020



$

K\ A

RS
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil u
perencanaan tata ruang, seperti yang dimaksud dalam PEDOMAN DARI RT/RW INSTITUT HARKAT NEGER

Bab I, Pasal 1(4) Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 26tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

RTRW

RTRW harus menjadi pilar utama sebagai pintu masuk . RPJP Nasional RP M Nesiona

Nasional

awal dan utama (main entrance) dalam perencanaan ; |
pembangunan sekaligus kekuatan perekonomian lokal. v

' 71> RPJPProvinsi —P RPIMDProvinsi —> RKPD Provinsi
Perencanaan tata ruang telah mempertimbangkan PT‘"'“ |

RTRW
|
azaz keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi Vv T T —
"
PJP KabKota G2
Kab/Kota

budi daya dan fungsi lindung, dimensi waktu, RTRW :
teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan Keblkotz
keamanan; aspek pengelolaan secara terpadu

berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan,
serta kualitas ruang. Perencanaan tata ruang juga

RenstraPD
a—p Pedoman

- ue.leSSueSuad

mencakup perencanaan struktur dan pola =
pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, S |

tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber
daya alam lainnya
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SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DASAR HUKUM UU 23/2014 INSTITUT HARKAT NEGERI

Pasal 259
Untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara
kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
Koordinasi teknis pembangunan dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan
evaluasi pembangunan Daerah.

Pasal 260
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional

PP 8/2008
Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah
antarprovinsi (Psl 43 dan Psl 46)

Permendagri 86/2017
Mendagri melaksanakan Binwas terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah meliputi pemberian pedoman, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan

R TUJUAN
INTEGRASI PEMBANGUNAN

peningkatan dan pemerataan:
pendapatan masy;

kesempatan kerja;

lapangan berusaha

akses dan kualitas yan publik; dan
daya saing daerah.

Perencanaan [ ] Perencanaan
Daerah — Nasional

aghwbdH

Sumber: Paparan Kemendagri
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PEMBANGUNAN DAERAH (PASAL 258 UU NO.23 TAHUN 2014) s

* Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai
bagian integral dari pembangunan nasional

» Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan
pemerataan:

1.Pendapatan masyarakat;

2.Kesempatan kerja;

3.Lapangan berusaha;

4.Akses dan kualitas pelayanan publik; dan
5.Daya saing Daerah.
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W SR URUSAN PEMERINTAHAN o e 1

| | Eksternalitas, |
' ' Akuntabilitas dan

l 1 \\‘«.._EﬁSiensjf’/; INSTITUT HARKAT NEGERI
URUSAN
ABSOLUT PEMERINTAHAN KONKUREN
UMUM |
) ! }

“1. PERTAHANAN ) o
' | WAJIB PILIHAN

2. KEAMANAN

3. AGAMA ‘ (24) j & (8)

4. YUSTISI I

5. POLITIK LUAR

NEGERI | |

o WONETER & FISKAL - _., YAN DASAR '— { NON YAN DASAR (18) \I—
1. PENDIDIKAN L (6) . J
2. KESEHATAN Hanya s.ebagian

3. PUDAN PR Substinsinya

4. PERUMAHAN RAKYAT

S sstus— L pETTEE-
PERMUKIMAN

TRAMTIBUM & LINMAS T
. SOSIAL

o o

Substansi yang tidak masuk
SPM

Sumber: Paparan Kemendagri Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas kuangan daerah,
sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.
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Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN:

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Pekerjaan umum
dan penataan ruang

4. Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman

5. Ketenteraman,
Ketertiban Umum,
dan Pelindungan

Wajib Non Pelayanan Dasar

Masyarakat
6. Sosial

Sumber: Paparan Kemendagri

18 URUSAN:

g

ook

™

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tenaga kerja

Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak

Pangan

Pertanahan

Lingkungan hidup
Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Perhubungan

Komunikasi & Informatika
Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah

Penanaman modal
Kepemudaan dan Olah Raga
Statistik

Persandian

Kebudayaan

Perpustakaan

Kearsipan

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KEWENANGAN DAERAH (Pasal 11 UU 23 Tahun 2014) 0‘3:‘-

Pilihan

8 URUSAN:

Kelautan dan perikanan
Pariwisata

Pertanian

Kehutanan

Energi dan Sumber Daya
Mineral

Perdagangan
Perindustrian; dan
Transmigrasi.

PN RN =
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SINERGI PEMBANGUNAN NASIONAL-DAERAH

NITUT HARKAT NEGERI

" PERAN KEMENDAGRI | Nasional
PERAN KEMENDAGRI
K/L

a4 PERAN KEMENDAGRI

KOORDINASI
— T
S MENDUKUNG Membahas kegiatan yang
Sinkronisasi  usulan bl el Dﬁlkl-”fan didanai ~ APBD
kegiatan daerah yang | SRS s e l;qilgggﬁ egiatan
akan dibiayai APBN | [SSETNEVE h

dengan kegiatan K/L
dan Prioritas nasional

K/L DAERAH

Sumber: Paparan Kemendagri
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penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Ditetapkan dengan PERDA

RPJPD pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) paling lama 6 (enam) bulan
tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan setelah RPJPD periode
RTRW. sebelumnya berakhir
UU No.23 Th. 2014. Pacal INSTITUT HARKAT NEGERI
263-264 penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang
Rencana memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Ditetapkan dengan PERDA
Pembangunan RPJMD pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program paling lama 6 (enam) bulan
A guna : ; . »
D h Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai setelah Kepala Daerah terpilih
aera dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka dilantik

waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
RPJPD dan RPJMN.

penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka
Perencanaan RKPD ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta
rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan
program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat

Pembangunan ditetapkan dengan Perkada

Daerah

memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan ditetapkan dengan

L 8 $ @

Renstra dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Waijib Perkada setelah RPJMD
dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas :
S ditetapkan.
Rencana dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
Perangkat
Daerah
UU No.23 Th. 2014, Pasal
272-273 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran .
Renja yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan eliciz sl [ Qe 2 CEar

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. SR el e

Sumber: Paparan Kemendagri
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INSTITUT HARKAT NEGERI

RPJPD

1 « RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
* RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan

Relr;]s)tra ¢ RPJMD diterjemahkan kedalam RKPD;

* RPJMD menjadi dasar pencapaian Kkinerja daerah
jangka menengah yang dilaksanakan melalui
Renstra PD;
Renja
PD * Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah
ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra
PD;
KUA PPA * Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra
memedomani program prioritas dalam RPJMD;
ITI * RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
* Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD)
RKA-PD s wm Rag‘ij‘];‘ga“ kedalam kegiatan prioritas;
l * RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
* Realisasi (triwulan) DPA-PD menjadi dasar
DPA-PD @  APBD pengendalian (hasil) RKPD dan Renja PD.

Sumber: Paparan Kemendagri
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N,
Cakupan RPJMD: 7N
a. analisis gambaran umum kondisi Daerah u
b. perumusan gambaran keuangan Daerah INSTITUT HARKAT NEGER!
c. perumusan permasalahan pembangunan
Daerah PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- ( Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262 )
d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya
e. perumusan isu strategis Daerah. RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL Daerah SESUAI DENGAN
KEWENANGANNYA menyusun rencana
. . . . | . pembangunan Daerah sebagai satu
Sistematika Penyusunan minimal memuat: RPJPN RPJMN RKP kesatuan dalam sistem perencanaan
a. Pendahuluan pembangunan nasional.
b. gambaran umum kondisi Daerah
Menggunakan pendekatan:
C. gambaran keuanga.n Daerah . dikoordinasikan, disinergikan, dan t‘i’_‘kn_ﬂl_{m??’
d. permasalahan dan isu strategis Daerah diharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI . Eﬁf;pa .
e. visi, misi, tujuan dan sasaran + atas-bawah
: .. dan bawah-atas.
f. strategi, arah kebijakan dan program B
v v A J .
pembangunan Daerah RPJPD |—{ RPJMD [—{ RKPD responsi, efsen, ekt
. kerangka pendanaan pembangunan dan 5 akuntabei, partisi’patif, te,rukur,
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINS], :
program Perangkat Daerah KAB/KOTA Ei;ﬁ;fg‘ian“ dan berwawasan
h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan
Daerah Sumber: Paparan Kemendagri
I. penutup
Sumber: Permendagri No 86 Tahun2017
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PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD

INSTITUT HARKAT NEGERI

Telaahan terhadap

BREIPD Pravinsl
Rancangan Awal RPIMO Penyusunan rancangan
+ Pendahuluan —
h + Cambaran umum kondisi daerah
~ ppp— + Cambaran pengelolan kewangan R PJ M D
WiS1, MISI dan - Stratesi dan daesrah . serta kerangks
;E: - F"”—“""h'-::" | 2r=h |kan B :n.ilsls bsuelsu srategis,visl, mid,
Penelaahan Pen|clasan tujuan dan sasaran A 4
RIPMMN dan i P Ketpot s Strategl dan arah kebijakan
RPJMD i + Kebljgkan wmssn dan program
Parsiapin Provinsi P it | [~ pembangunan daerah - Musrembang
lain & Indikasi rencana program
Feggjﬁ'gan e Mt“ prioritas yang disertal kebutuhan
" endanan
Provinsi l 3 m%ﬁ:—u * gemtumn indikator kinerja
iy pey disortar ket tuan . Oaerah A 4
Tujuan dan pralarin Pedoman transisi dan  kaldah
sasaran = pelsksanasn. Perumusan Rancangan
I incikator kinerja \f Akhir RPIMD
Daerah
Fembahasan l
dengan SKFD
Prewinsl
¥ Penetapan RPJMD
Pelakeanaan
umﬂa Permasalahan Forum Konsultasi
narnh prevvinal L | Pembangunan Publik
Daerah
Prowvins +
Analicie uml-n.:u;l "
pengelataan Pty CLar Saaran
keuangan
dacrah serta *
k. Mota Kesepakatan Kebijakan Fenyctarasan
pondanaan Uirnim dan Pragram Prioritas Program Prioritas
R e pan Sumber: Bappeda DIY
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KEWENANGAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RPJPD DAN RPJMD
(Ps.319 PERMENDAGRI 86/2017)

INSTITUT HARKAT NEGERI

* (1) Menteri melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah
Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD sebelum rancangan
Peraturan Daerah ditetapkan oleh Gubernur.

* (2) Gubernur melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD sebelum rancangan
Peraturan Daerah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

KELENGKAPAN ADMINISTRASI EVALUASI RAPERDA

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/Kota

disampaikan dengan surat pengantar dari Bupati/Walikota dan disertai

dengan dokumen yang terdiri atas:

* Rancangan Perda tentang RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota;

* Dokumen Rancangan Akhir RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota;

* Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang;

* Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

* Form Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan;

* Persetujuan Bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD terhadap
rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota;
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DASAR HUKUM EVALUASI 9

INSTITUT HARKAT NEGERI

\
N
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* Pasal 245 ayat (3) 23/2014. Ranperda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD,
RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertané;gungjawaban pelaksanaan APBD, pajak
daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

* Pasal 267 Ayat (2) UU 23/2014. Ranperda Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang
telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum
ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) Hari terh;tunP sejak
persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

« Pasal 270 Ayat (1) UU 23/2014. Evaluasi terhadap rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang RPJPD Pyargjg dilakukan oleh Gubernur dilaksanakan untuk
menguji kesesuaian dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi dan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten/Kota, kepentingan umum dan/atau ketentutan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

« Pasal 271 Ayat (2) UU 23/2014

* Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang
dilakukan oleh Gubernur dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJP
Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi dan RPJMN dan Kepentingan umum dan/atau
ketentutan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
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MEKANISME EVALUASI RANC

— 1

KEWENANGAN : N S KEWENANG#N

FPEMDA Merumuskan Kembali REMENDAGR] INSTITUT HARKAT NEGERI

:

E - E

ERDA isemT[l‘ll:n
RPJPD/RPIMD P ! EMBATAL
- g : : PERDA

Eval i Sesual = KDH Permendagri No.
. bvaluast || pgn uu menetapkan '\ 80 Tahun 2016
| ' Penyempurnaan)_| Noreg JPERDA RPJPDL—y( Fengkajian
Hasil - - $ !
Kesepakatan : MDN/ G!—'B Evaluasi paling Iamg 3(_] (tiga | L J
GUBERNUR dengan DPRE—' 2] puluh) hari sejak ! |__|oiaksa
(3 hari) : disetujui bersama ! Sesuai MAKAMN
' s ~ oleh DPRD dan KDH. !
J, i [ » Gubernur
Penyampaian RANPERDA I | kpd M_D N
RPIPD/RPIMD Dilam piri: A !3“F'ﬂ“"rw‘-"| |
1). Kesepakatan Legislatif dan | ikota kpd Sasyaj i
ksekutif: ! i
2). ;-er'rtea:ttl:ara Musrenbang; S Gubernur V' dgn UU !
3). Hasil Pengendalizn Kebijakan '
RPIMD; i
4). Dokumen KLHS; i i
5). Review Oleh APIP. i

CATATAN - 1. GUBERNUR menyampaikanm rancangan perda ke DFRD untuk memperoleh persetujuan
bersama
2. Ranperda yang sudah disetujui bersama, disampaikan kepada MDNIGub untuk
dievaluasi
3 Kenala dasrrah menstankan Perda vann trlah dievaliuasi danfatan telah disemnnmakan

Sumber: Paparan Kemendagri
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